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RINGKASAN

Seiring perkembangan demokratisasi di Indonesia, pada wilayah desa juga
dilaksanakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Dasar hukum
pelaksanaan pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa scbagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa, serta diatur dalam Perda masing-masing kabupaten. Namun dalam praktiknya
Pilkades tidak dianggap sebagai salah satu rezim pemilihan di Indonesia. Padahal
praktik Pilkades nyata dan dijalankan oleh masyarakat desa sebagai bentuk
pelaksanaan demokrasi yang paling konkret di desa. Alpanya perhatian pada rezim
Pilkades menjadi kelemahan tersendiri terhadap pengakuan demokratisasi
masyarakat desa. Di sisi lain, perhatian akademis secara menyeluruh terhadap
penataan Pilkades di Indonesia masih tergolong minim. Beberapa penelitian hanya
mengkaji pelaksanaan Pilkades secara parsial. Kedua, permasalahan penataan
kelembagaan penyelenggara Pilkades yang direkrut secara ad hoc oleh pemerintah
daerah setempat. Padahal idealnya, sebuah lembaga penyelenggara pemilihan
haruslah bersifat mandiri dan independen. Dan proses pencgakan hukum dalam
pelaksanaan Pilkades saat ini tidak berjalan sesuai due process of law ketika terjadi
pelanggaran seperti money politic. Kedua permasalahan di atas menjadi benang
kusut yang melilit dan sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan Pilkades saat ini.
Oleh karena itu, penelitian ini akan mengulas kedua permasalahan tersebut untuk
memberikan gagasan akademik dan praktis dalam menata pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa di masa mendatang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan
terkait pemilihan Kepala Desa telah sesuai dengan prinsip kepemiluan dan
konstruksi ideal pemilihan Kepala Desa dalam aspek pemilihan.

Penelitian ini merupakan penclitian hukum normatif dengan tipe penelitian
sistematik hukum, yakni penelitian terhadap peraturan perundang-undangan
tertentu atau hukum tertulis. Sesuai dengan sifat penelitian hukum yang digunakan
yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan
perundang-undangan (Statute approach), pendekatan kasus (Case approach), dan
pendekatan konseptual (Conceptual approach). Untuk menganalisis isu hukum
dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder, yang dianalisis menggunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan



yang dilakukan secara preskriptif. Kemudian bahan hukum tersebut akan diolah dan
dibahas menggunakan metode analisis teks,

Berdasarkan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, secara garis besar hampir
sama dengan prinsip kepemiluan, yang dimulai dari pendaftaran bakal calon kepala
desa hingga pelantikan kepala desa terpilih. Asas langsung, umum, dan bebas dapat
diterapkan dalam pemilihan kepala desa karena memang dilaksanakan secara
langsung, diikuti oleh setiap pemilih yang memenuhi syarat, dan pemilih bebas
memberikan suara kepada siapa saja. Namun terkait dengan asas rahasia, jujur, dan
adil masih belum bisa diterapkan karena sistem pemilihan kepala desa masih
menjadi benang kusut dan sering ditemui permasalahan. Permasalahan yang paling
utama adalah panitia pemilihan kepala desa bertindak sebagai pelaksana sekaligus
sebagai pengawas, padahal panitia terscbut merupakan warga yang bermukim di
tempat yang sama dengan calon-calon kepala desa sehingga dapat terjadi konflik
kepentingan dalam pelaksanaannya.

Konstruksi ideal berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan adalah dengan
memasukkan pemilihan kepala desa ke dalam sistem kepemiluan, dimana pihak
yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa adalah KPU Daerah
Kabupaten/Kota, yang mengawasi jalannya pemilihan kepala desa adalah Bawaslu
Daerah  Kabupaten/Kota, dan pelaksanaannya mengikuti prinsip-prinsip
kepemiluan di Indonesia. Skema ini scbagai upaya untuk memberikan budaya
politik yang lebih baik di tingkat yang paling rendah yakni Desa, agar masyarakat
dapat terdidik untuk melaksanakan kepemiluan secara benar dan bermartabat.
Selain itu, konstruksi lain yang menurut pencliti harus dibuat adalah dengan
menggabungkan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
kepemiluan ke dalam satu gabungan undang-undang atau dijadikan omnibus law.
Sehingga undang-undang tentang pemilihan umum, undang-undang tentang
pemilihan kepala daerah, dan peraturan tentang pemilihan kepala desa dibuat
menjadi satu naskah agar peraturan tentang kepemiluan tidak lagi terpencar-pencar
seperti saat ini terjadi.
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ABSTRAK
Kata Kunci : Kepemiluan, Kepala Desa, Problematika Pemilihan.

Dalam praktiknya Pilkades tidak dianggap sebagai salah satu rezim pemilihan di
Indonesia. Padahal praktik Pilkades nyata dan dijalankan oleh masyarakat desa
sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi yang paling konkret di desa. Alpanya
perhatian pada rezim Pilkades menjadi kelemahan tersendiri terhadap pengakuan
demokratisasi masyarakat desa. Kurangnya penegasan secara spesifik dalam
konstitusi mengenai rezim Pilkades berimplikasi pada penataan Pilkades dalam
sistem ketatanegaraan yang tidak diakui sebagai sebuah rezim pemilihan, layaknya
rezim pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, secara garis besar hampir
sama dengan prinsip kepemiluan, yang dimulai dari pendaftaran bakal calon kepala
desa hingga pelantikan kepala desa terpilih. Asas langsung, umum, dan bebas dapat
diterapkan dalam pemilihan kepala desa karena memang dilaksanakan secara
langsung, diikuti oleh sctiap pemilih yang memenuhi syarat, dan pemilih bebas
memberikan suara kepada siapa saja. Namun terkait dengan asas rahasia, jujur, dan
adil masih belum bisa diterapkan karena sistem pemilihan kepala desa masih
menjadi benang kusut dan sering ditemui permasalahan. Permasalahan yang paling
utama adalah panitia pemilihan kepala desa bertindak sebagai pelaksana sekaligus
sebagai pengawas, padahal panitia tersebut merupakan warga yang bermukim di
tempat yang sama dengan calon-calon kepala desa schingga dapat terjadi konflik
kepentingan dalam pelaksanaannya.

Konstruksi ideal berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan adalah dengan
memasukkan pemilihan kepala desa ke dalam sistem kepemiluan, dimana pihak
yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa adalah KPU Daerah
Kabupaten/Kota, yang mengawasi jalannya pemilihan kepala desa adalah Bawaslu
Daerah  Kabupaten/Kota, dan pelaksanaannya mengikuti prinsip-prinsip
kepemiluan di Indonesia. Skema ini sebagai upaya untuk memberikan budaya
politik yang lebih baik di tingkat yang paling rendah yakni Desa, agar masyarakat
dapat terdidik untuk melaksanakan kepemiluan secara benar dan bermartabat.
Selain itu, konstruksi lain yang menurut peneliti harus dibuat adalah dengan
menggabungkan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
kepemiluan ke dalam satu gabungan undang-undang atau dijadikan omnibus law.
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ABSTRACT

Keywords : Electoral, Village Head, Election Problems.

In practice, Pilkades is not considered as one of the electoral regimes in Indonesia.
This is despite the fact that the Pilkades practice is real and carried out by the
village community as the most concrete form of democracy implementation in the
village. The absence of attention to the Pilkades regime is a weakness in
recognizing the democratization of village communities. The lack of specific
affirmation in the constitution regarding the Pilkades regime has implications for
the structuring of Pilkades in the constitutional system, which is not recognized as
an electoral regime, like the electoral regime and regional head elections.

Based on the stages of the implementation of the village head election, it is almost
the same as the electoral principle, which starts Jrom the registration of candidates
Jor the village head to the inauguration of the elected village head. The principles
of direct, general, and free can be applied in the village head election because it is
conducted directly, followed by every eligible voter, and voters are [ree to vote for
anyone. However, the principles of confidentiality, honesty, and fairness cannot be
applied because the village head election system is still a tangled thread and there
are often problems. The most important problem is that the village head election
committee acts as the executor as well as the supervisor, even though the committee
is a resident who lives in the same place as the village head candidates so that there
can be a conflict of interest in its implementation.

The ideal construction based on the analysis that the researchers have done is to
include the village head election into the electoral system, where the party that
organizes the village head election is the Regency / City KPU, which oversees the
village head election is the Regency / City Bawaslu, and its implementation follows
the electoral principles in Indonesia. This scheme is an effort to provide a better
political culture at the lowest level, namely the village, so that the community can
be educated to carry out elections correctly and with dignity. In addition, another
construction that, according to researchers, must be made is to combine all laws
and regulations governing elections into one combined law or an omnibus law.
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